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RINGKASAN 

Dewi Ayu Kartika. Mei 2025. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU 

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-

XXI/2023. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Universitas 

Lambung Mangkurat, 53 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Saprudin, S.H.,LL.M. 

 

Perkembangan hubungan industrial di Indonesia diatur melalui sejumlah regulasi, 

salah satunya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berfungsi 

sebagai instrumen utama dalam pengaturan hubungan kerja antara pekerja dan 

pengusaha. PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan 

pengusaha untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

Nomor 168/PUU-XXI/2023 menimbulkan diskusi mendalam terkait dampaknya 

terhadap penerapan PKWT. perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).  Putusan ini 

lahir dari kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang 

adil bagi pekerja terhadap praktik kontrak kerja yang bersifat eksploitatif. Pasal 59 

UU No. 13 Tahun 2003 sebelumnya telah diubah oleh UU Cipta Kerja dan 

memberikan ruang bagi pemerintah untuk menentukan batas waktu PKWT 

melalui peraturan pelaksana, yaitu PP No. 35 Tahun 2021. Ketentuan tersebut 

dipandang membuka celah ketidakpastian dan penyimpangan terhadap prinsip 

keadilan hubungan industrial. Putusan MK kemudian membatalkan frasa yang 

memberikan delegasi tersebut kepada Peraturan Pemerintah, dan menetapkan 

bahwa jangka waktu PKWT harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang, 

yakni paling lama lima tahun termasuk perpanjangan. Transformasi dalam sistem 

ketenagakerjaan merupakan keniscayaan yang mengikuti perkembangan sosial, 

ekonomi, dan hukum. Salah satu aspek yang krusial dalam dinamika ini ialah 

ketentuan mengenai durasi perjanjian kerja kemudian bagaimana pengaruh 

putusan tersebut terhadap kontrak-kontrak kerja yang sudah berlaku sebelumnya, 

serta bagaimana mekanisme penyesuaian secara hukum dan administratif dapat 

dilakukan agar tidak melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak 
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asasi pekerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat 

preskriptif yang dimana penulis m$e$m$be$rikan saran atau$ pe$ndapat m$e$nge$nai 

bagaim$ana su$atu$ m$asalah se$haru$snya atau$ se$yogianya dilaku$kan atas dasar 

argu$m$e$ntasi te$rte$ntu$ gu$na pe$nye$le$saian m$asalah hu$ku$m$ yang dite$liti. Penulis 

mendalami prinsip-prinsip keadilan distributif, korektif, dan kepastian hukum 

dalam menilai keberlakuan norma hasil putusan MK, serta dampaknya terhadap 

kontrak kerja yang sudah disepakati. Data hukum dikumpulkan melalui studi 

kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer (UUD 1945, UU No. 13 Tahun 

2003, UU Cipta Kerja, dan Putusan MK), sekunder (buku dan jurnal), serta tersier 

(kamus hukum). Teknik analisis yang digunakan bersifat interpretatif, baik secara 

gramatikal maupun sistematis terhadap peraturan yang relevan. Penelitian ini 

menelaah secara khusus konsep retroaktifitas dalam putusan MK yang dapat 

berdampak terhadap keberlakuan PKWT sebelum tanggal 31 Oktober 2024, yaitu 

saat putusan dibacakan. Di samping itu, penulisan ini juga menggali relevansi 

prinsip perlindungan pekerja dalam konteks hubungan kerja yang tidak seimbang. 

Penulis menekankan bahwa penegakan keadilan dalam ketenagakerjaan tidak 

dapat dilepaskan dari perlunya penguatan norma hukum substantif serta kapasitas 

aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan mengimplementasikan ketentuan 

konstitusional yang baru. 

Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi luas terhadap hubungan 

industrial, terutama dalam hal penetapan jangka waktu PKWT. Putusan ini 

mengembalikan otoritas pengaturan jangka waktu PKWT ke tangan undang-

undang, bukan sekadar peraturan pelaksana. Hal ini secara normatif memperkuat 

perlindungan pekerja dengan menegaskan bahwa kontrak kerja tidak boleh 

ditentukan secara sepihak oleh pengusaha tanpa acuan undang-undang yang 

eksplisit. Melalui Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi 

menetapkan bahwa jangka waktu maksimum PKWT adalah lima tahun termasuk 

perpanjangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP 35/2021, dan jika melebihi 

atau tidak memenuhi unsur “pekerjaan tertentu” maka otomatis menjadi PKWTT. 

Salah satu poin krusial yang dianalisis adalah bahwa putusan MK pada prinsipnya 
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berlaku prospektif (ke depan), tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

diberlakukan secara terbatas terhadap kontrak lama apabila terjadi pembaruan atau 

perpanjangan setelah tanggal putusan. Dalam praktiknya, ini menuntut perusahaan 

untuk segera menyesuaikan seluruh dokumen kontrak yang sedang berlangsung, 

dan bila perlu melakukan audit hukum terhadap klasifikasi jenis pekerjaan. 

Penyesuaian ini juga harus disertai dengan komunikasi terbuka kepada pekerja 

dan melibatkan serikat buruh. Penulis menyarankan agar negara hadir aktif 

melalui sosialisasi, pengawasan ketat, dan penyediaan mekanisme penyelesaian 

sengketa yang cepat dan efektif melalui jalur mediasi atau PHI. 

Implikasi praktis dari Putusan MK ini sangat besar terhadap iklim hubungan kerja, 

terutama bagi perusahaan yang selama ini bergantung pada sistem kontrak jangka 

pendek untuk efisiensi. Perusahaan dituntut untuk mengembangkan strategi baru 

dalam manajemen sumber daya manusia berbasis prinsip ketenagakerjaan 

berkeadilan. Tidak hanya berdampak pada status kepegawaian, putusan ini juga 

menyentuh aspek-aspek lain seperti hak atas kompensasi, jaminan sosial, dan 

jaminan kepastian kerja. Pekerja yang selama ini terjebak dalam pola kerja 

kontraktual yang berkepanjangan kini memiliki peluang hukum yang lebih kuat 

untuk menuntut status kerja tetap. Penulis menyarankan agar Pemerintah segera 

mengeluarkan peraturan turunan atau Surat Edaran yang menjadi pedoman teknis 

pelaksanaan putusan MK, termasuk mengatur masa transisi. Selain itu, perlu 

dilakukan revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 agar substansi hasil putusan 

MK terintegrasi secara utuh dalam norma hukum positif. Di tingkat pelaku usaha, 

harus ada pelatihan hukum ketenagakerjaan dan pendampingan hukum kepada 

UMKM. Penulis juga menekankan pentingnya peningkatan peran serikat pekerja 

dan pengawas ketenagakerjaan agar hak pekerja benar-benar dilindungi. Putusan 

ini merupakan momentum penting untuk menciptakan pasar kerja yang lebih adil 

dan berkelanjutan serta merekonstruksi relasi industrial yang lebih sehat di 

Indonesia. 
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ABSTRAK 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Indonesia merupakan respons 

terhadap ketidakpastian hukum yang timbul dari perubahan Pasal 59 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberi 

kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan batas waktu PKWT melalui 

peraturan pelaksana. Mahkamah Konstitusi kemudian membatalkan kewenangan 

tersebut dan menegaskan bahwa jangka waktu PKWT harus ditentukan secara 

tegas dalam undang-undang, yakni maksimal lima tahun termasuk perpanjangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sifat preskriptif yang 

dimana penulis m$e$m$be$rikan saran atau$ pe$ndapat m$e$nge$nai bagaim$ana su$atu$ 

m$asalah se$haru$snya atau$ se$yogianya dilaku$kan atas dasar argu$m$e$ntasi te$rte$ntu$ 

gu$na pe$nye$le$saian m$asalah hu$ku$m$ yang dite$liti. Fokus kajian diarahkan pada 

prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta potensi keberlakuan retroaktif 

terhadap kontrak kerja yang telah disepakati sebelum putusan dibacakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut memiliki dampak 

normatif dan praktis yang signifikan terhadap hubungan kerja. Di satu sisi, 

putusan ini memperkuat perlindungan bagi pekerja dari praktik kontrak kerja 

jangka pendek yang eksploitatif. Di sisi lain, perusahaan harus segera 

menyesuaikan isi kontrak kerja dengan ketentuan baru, termasuk mengaudit 

klasifikasi pekerjaan dan memperbarui dokumen hukum secara administratif. 

Penyesuaian ini juga memerlukan keterlibatan aktif dari serikat pekerja dan 

pengawasan negara. Dalam jangka panjang, implementasi putusan ini berpotensi 

merekonstruksi hubungan industrial ke arah yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Pemerintah disarankan untuk segera mengeluarkan pedoman teknis pelaksanaan 

serta merevisi regulasi ketenagakerjaan guna memastikan integrasi substansi 

putusan dalam sistem hukum nasional. 

 

Kata Kunci (keyword): PKWT, kepastian hukum, perlindungan pekerja 
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